
BABI 

PENDAHULUAN 

llak asasi manusia (HAM) sering dihubungkan dengan kepolisian. Jni tidak 

tcrlepas dari keJja polisi yang sehari-hari bersinggtmgan dengan HAM. Bagi polisi 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seyogyanya dapat mengacu kepada 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam negara demokraus dimanapun 

di muka bumi ini penegakan hukum seharusnya dilakukan oleh polisi dan tidak 

dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih 

sebagaimana pengalaman pada era orde baru dimana fungsi penegakan hukum Ielah 

dilaksanakan oleh berbagai institusi. 

Namun didalam aplikasinya di lapangan justru penegakan hukum yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, dirasakan tidak memenuhi 

tuntutan keadilan masyaralcat sebingga menimbulkan berbagai reaksi yang bersifat 

destruktif. Oleh karenanya berbagai upaya peoegakan hukum yang diantaranya 

dilakukan oleh Polri telah dihadapkan pada dilema yang meneropatkannya pada posisi 

yang serba salah, padahal begitu kentalnya harapan masyarakat terhadap kemampuan 

Polri untuk dapat mengatasi serta mengelola situasi penuh dengan ketidak pastian ini 

untuk dapat mengarah kepada terwujudnya stabilitas Kamtibmas yang mantap. 

Harapan ini muncul karena pada 22 Juni 2009 Kapolri Bambang Hendarso 

Danuri menerbilkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang l.mplementaSi Prinsip 

dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



-

2 

Rcpublik Indonesia. Keputusan ini merupakon langkah maju dari kepolision dalam 

upaya pemajuon, perlindungon dan penegakan lfAM di Indonesia. Sebelumnya Polri 

telah menjalin \llot: dengon Komnas HAM Rf dalam upaya penegakkan HA.\>f. Polri 

juga telah bcrusaha mengubah citranya yang sclama ini bercorak militer dengan 

konsep perpolisian masyarakat (Polmas). Masyarakat wajib mengetahui peraturan ini 

untuk mengontrol dan memastikan polisi tidak melanggar HAM. 

Ada 8 (dclapon) hak asasi manusia yang terkait dengon tugas kepolision, yak.ni 

(a). hak memperoleb keadilan (b). bak atas kebebasan pribadi (c).hak atas rasa arnan 

(d). bak bebas dari penangkapon sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan 

secara paksa, (e). hak khusus perempuan, (t).hak khusus anak, (g). hak khusus 

masyarakat adat. (b). hak khusus kelompok minoritas, sepeni emis, agama. 

penyandang cacat, orientasi seksual (pasal 7). 1 

Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap onggota 

Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-bari wajib untuk 

menerapkan pcrlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya: (a). 

mengbormati martabat dan HAM setiap orang; (b). bertindak secara adil dan tidak 

dist...riminatif; (c). berperilaku sopan; (d). menghormati norma agama. ctika. dan 

susila; dan e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak benentangan dengnn hukum 

don HA.\f (Pasal 8).2 

1 LBH MakaSllr, "Menanri Polisi Bo-rbaju trAM", http:llwww.lbh-mok&sa,.org/?p•/861. 
Diakses tanggal II April 20 II. 

1 Ibid 
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